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PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 14 TAHUN 2020 

TENTANG 

STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI  

MELALUI PENYEDIA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Nomor 64 P/HUM/2019 

tanggal 3 Oktober 2019, perlu melakukan penyesuaian 

ketentuan pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia;  

b. bahwa untuk mengakomodir pengaturan pelaksanaan 

pengadaan barang dan jasa terkait pengadaan langsung 

dan tender terbatas jasa konstruksi, perlu menyusun 

pengaturan pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia 

yang komprehensif; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa 

Konstruksi melalui Penyedia; 
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Mengingat : 1.  Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;  

2. Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang Undang Nomor 02 tahun 2017 tentang Jasa 

Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6018); 

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);  

5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan 

Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan 

Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);  

6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 40);  

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

05/PRT/M/2019 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor  

20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 97);  
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8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 473); 

 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN 

PENGADAAN JASA KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Jasa Konstruksi adalah layanan Jasa Konsultansi 

Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi. 

2. Penyedia Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut 

Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan Jasa 

Konstruksi berdasarkan Kontrak. 

3. Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi adalah bagian 

kegiatan pengadaan setelah persiapan pengadaan sampai 

dengan penandatanganan Kontrak. 

4. Jasa Konsultansi Konstruksi adalah layanan 

keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi 

pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan 

manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu 

bangunan. 

5. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian 

kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, 

pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan 

kembali suatu bangunan. 

6. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan 

yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi yang dapat 
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berupa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 

Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen. 

7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA 

adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 

anggaran kementerian negara/lembaga atau perangkat 

daerah. 

8. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan anggaran 

pendapatan dan belanja negara yang selanjutnya disebut 

KPA, adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA 

untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan 

tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian 

negara/lembaga yang bersangkutan. 

9. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan anggaran 

pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disebut 

KPA, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 

melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam 

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat 

daerah. 

10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat 

PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA 

untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan 

tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran 

anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. 

11. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat 

fungsional/personel yang bertugas melaksanakan 

Pengadaan Langsung, penunjukan langsung, dan/atau e-

purchasing.  

12. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya 

disingkat UKPBJ adalah unit kerja di 

kementerian/lembaga atau pemerintah daerah yang 

menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa. 

13. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut 

Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang 

ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola 

pemilihan Penyedia. 
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14. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya 

disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat 

fungsional/personel yang bertugas memeriksa 

administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa. 

15. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya 

disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa 

administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa. 

16. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah pejabat 

fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, 

dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang 

untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa. 

17. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk dari unsur 

kementerian/lembaga atau pemerintah daerah untuk 

membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan 

tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan 

pengadaan barang/jasa. 

18. Tim/Tenaga Ahli adalah tim atau perorangan dalam 

rangka memberi masukan dan 

penjelasan/pendampingan/pengawasan terhadap 

sebagian atau seluruh pelaksanaan pengadaan 

barang/jasa. 

19. Tim Pendukung adalah tim yang dibentuk dalam rangka 

membantu untuk urusan yang bersifat 

administrasi/keuangan kepada PA/KPA/PPK/Pokja 

Pemilihan. 

20. Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disingkat 

RUP adalah daftar rencana pengadaan Jasa Konstruksi 

yang akan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga atau 

perangkat daerah. 

21. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau 

badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum 

maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah 

hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun 

bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan 

kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 
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